
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESP,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a .  b a h w a  Kepa la  Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa
yang memimp in  penyelenggaraan pemer in tahan desa  d a n
sebagai perpanjangan t a n g a n  negara  y a n g  d e k a t  dengan
masyarakat sekal igus j u g a  sebagai pemimp in  masyarakat ,
sehingga pengangkatan dan pemberhent iannya per lu  d ia tu r
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b. b a h w a  dengan Peraturan Menter i  Da lam Negeri Nomor  82
Tahun 2 0 1 5  t e n t a n g  Pengangkatan d a n  Pemberhent ian
Kepala Desa sebagaimana te lah d i ubah  dengan Peraturan
Menteri D a l a m  Neger i  N o m o r  6 6  Ta h u n  2 0 1 7  t e n t a n g
Perubahan atas Pe ra tu ran  Menter i  Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2 0 1 5  t e n t a n g  Pengangkatan d a n  Pemberhent ian
Kepala D e s a ,  d i p a n d a n g  p e r l u  u n t u k  m e n g a t u r
Pengangkatan d a n  Pemberhent ian  K e p a l a  D e s a  m e l a l u i
peraturan daerah;

c. b a h w a  berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud
dalam h u r u f  a  d a n  h u r u f  b,  pe r l u  menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;

Mengingat :  1 .  P a s a l  1 8  aya t  (6) Undang-Undang Dasar  Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  5 1  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g
Pembentukan Kabupa ten  B u o l ,  Kabupa ten  Morowa l i  d a n
Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Ta h u n  1 9 9 9  N o m o r  179 ,  Ta m b a h a n  Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah
diubah d e n g a n  Undang-Undang  N o m o r  1 1  Ta h u n  2 0 0 0
tentang Perubahan a tas  Undang-Undang Nomor  51 Ta h u n
1999 t e n t a n g  Pembentukan  Kabupa ten  B u o l ,  Kabupa ten
Morowali d a n  Kabupa ten  Bangga i  K e p u l a u a n  (Lembaran
Negara R e p u b l i k  I n d o n e s i a  Ta h u n  2 0 0 0  N o m o r  7 8 ,
Tambahan Lembaran N e g a r a  R e p u b l i k  I ndones ia  N o m o r
3966),
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3. Undang-Undang Nomer  6  Ta h u n  2 0 1 4  ten tang  D e s a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor  244 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terahir dengan Undang-Undang Nomor  9  Ta h u n  2 0 1 5
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor  5 8 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor  4 3  Ta h u n  2 0 1 4  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  Tahun
2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor  123 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor  4 7  Ta h u n  2 0 1 5
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2 0 1 4  ten tang  Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6  Tahun  2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  N o m o r  1 5 7 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang  Bersumber D a r i  Anggaran Pendapatan d a n
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor  2 2  Ta h u n  2 0 1 5  tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 0  Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2015 Nomor 88 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 82  Ta h u n  2015
tentang Pengangkatan d a n  Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 6  Ta h u n  2017  tentang Perubahan a tas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 2  Ta h u n  2015
tentang Pengangkatan d a n  Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);,c4



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEM UTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggara pemer intahan d a e r a h  y a n g  m e m i m p i n
pelaksanaan u r u s a n  p e m e r i n t a h a n  y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. Bupa t i  adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya
disebut Bupati.

4. Camat  a d a l a h  c a m a t  d i l ingkungan Pe r i n tah  D a e r a h
Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memil iki
batas w i layah  y a n g  berwenang u n t u k  mengatur  d a n
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Dcsa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala D e s a  a d a l a h  pe jaba t  Pemerintah D e s a  y a n g
mempunyai wewenang, t u g a s  d a n  kewa j iban  u n t u k
menyelenggarakan r u m a h  t a n g g a  D e s a n y a  d a n
melaksanakan tugas  d a r i  pemerintah d a n  pemer intah
daerah.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan  koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan  unsur  pendukung
tugas Kepala Desa da lam pelaksanaan kebi jakan yang
diwadahi d a l a m  b e n t u k  Pelaksana Te k n i s  d a n  u n s u r
kewilayahan.

9. Badan  Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD, a d a l a h  l e m b a g a  y a n g  me laksanakan  f u n g s i
pemerintahan y a n g  anggotanya merupakan w a k i l  d a r i
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wi layah d a n
ditetapkan secara demokratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDes, a d a l a h  rencana  keuangan t a h u n a r i
pemerintahan desa.

-3-



11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat
oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang
serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah
PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa

13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.

14. Putusan pengadi lan a d a l a h  pernyataan h a k i m  y a n g
diucapkan dalam sidang pen gadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan a ta u  bebas a tau  lepas d a r i  segala
tuntutan hukum.

15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan b u k t i  permulaan p a t u t  d iduga
sebagai pelaku tindak pidana.

16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa
dan diadili dipengadilan.

17. Terpidana ada lah  seorang y a n g  d ip idana berdasarkan
putusan pengadilan y a n g  t e l a h  memperoleh kekua tan
hukum tetap.

BAB II
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian. Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai
perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat
juga sebagai pemimpin masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

(3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada aya t  (2),
adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

(4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas
menyelenggarakan pemer in tahan  d e s a ,  me laksanakan
pembangunan d e s a ,  p e m b i n a a n  m a s y a r a k a t  d a n
pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pe ngangkatan

Pasal 3

(1) Calon Kepala Desa  terp i l ih  d isahkan pengangkatannya
dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupat i  sebagaimana dimaksud pada aya t  (1)
diterbitkan paling lambat 3 0  (t iga puluh) ha r i  terhitung
sejak diterima laporan hasi l  pemilihan Kepala Desa dar i
BPD.
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Bagian Ketiga
Pelantikan

Pasal 4

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpi l ih  d i lakukan pal ing
lambat 3 0  ( t iga puluh)  h a r i  terhi tung sejak diterbitkan
keputusan B u p a t i  mengenai pengesahan pengangkatan
Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Pelantikan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Susunan a c a r a  pe lant ikan Kepa la  D e s a  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. menyanyikan lagu Indonesia raya;
b. pembacaan Keputusan B u p a t i  t e n t i n g  Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa;
c. pengambilan sumpah/ janj i  jabatan o leh  Bupa t i  a tau

pejabat yang ditunjuk;
d. penandatangan berita acara pengambilan sumpah/janji;
e. k a t a  pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang

ditunjuk;
g. pembacaan amanat Bupati; dan
h. pembacaan doa.

(4) Sumpah/janj i  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huru f  c
dilakukan menurut agama yang dianutnya dengan kata-kata
sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersurnpah/berjanji, bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa
saya a k a n  s e l a l u  t a a t  d a l  am mengamalkan  d a n
mempertahankan Pancasila sebagai Dasa r  Negara, d a n
bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta melaksanakan dengan selurus-lurusnya yang
berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia."

Pasal 5

(1) Calon K e p a l a  D e s a  t e r p i l i h  y a n g  meningga l  d u n i a ,
berhalangan tetap atau mengundurkan di r i  dengan alasan
yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpil ih
dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dilingkungan
Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa kecuali
Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan PNS yang
memangku jabatan fungsional sebagai guru, perawat/bidan
dan penyuluh.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan  wewenang Kepala Desa sampai
dilantiknya Kepala Desa hasi l  pemilihan langsung secara
serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-A,
undangan.
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Pasal 6

(1) Calon Kepa la  D e s a  t e rp i l i h  y a n g  d i te tapkan sebagai
tersangka d a n  diancarn dengan p idana  penjara pa l ing
singkat 5  (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpi l ih
tetap dilantik sebagai Kepala Desa.

(2) Calon Kepa la  D e s a  t e rp i l i h  y a n g  d i te tapkan sebagai
tersangka dalam t indak pidana korupsi, terorisme, makar
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum
pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa
dan pada  kesempatan pertama Bupat i  memberhentikan
sementara y a n g  bersangkutan d a n  jabatannya sebagai
Kepala Desa.

(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa
dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan register perkara diper▶gadilan sebelum
pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa
dan pada  kesempatan pertama Bupat i  memberhentikan
sementara y a n g  bersangkutan d a r i  jabatannya sebagai
Kepala Desa.

(4) Calon Kepa la  D e s a  t e rp i l i h  y a n g  d i te tapkan sebagai
terpidana d a n  d iancam dengan p idana penjara  pa l i ng
singkat 5  (lima) tahun berdasarkan berdasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum
pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa
dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang
bersangkutan da r i  jabatannya sebagai Kepala Desa d a n
mengangkat PNS dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai
Penjabat Kepala Desa kecuali Sekretaris Desa yang berstatus
sebagai PNS, dan PNS yang memangku jabatan fungsional
sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh.

(5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), y a n g  tidak hadir pada saat
pelantikan dianggap mengundurkan d i r i  kecual i  dengan
alasan yang dapat dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), p a l i n g  lambat 14 (empat belas) har i
terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 7

(1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1), secara resmi dilakukan secara serentak pada hari
dan tanggal yang sama di Ibukota Kabupaten.

(2) Han  dan tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

(3) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan
kegiatan sesua i  dengan sos ia l  budaya  setempat y a n g
pelaksanaannya d i a t u r  l e b i h  l a n j u t  dengan Peraturan X .
Bupati.



Pasal 8

Ketentuan lebih lan ju t  mengenai pengangkatan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud da lam pasal 3  dan pelantikan kepala
desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, pasal 6
dan pasal 7, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Serah Terima Jabatan

Pasal 9

(1) Serah ter ima jabatan di lakukan setelah pelantikan Calon
Kepala Desa terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan penandatangan ber i ta  acara serah
terima jabatan.

(3) Penandatangan b e r i t a  a c a r a  s e r a h  t e r i m a  j a b a t a n
dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/ janj i  dan
pelantikan calon kepala desa terpil ih setelah penyematan
tanda jabatan bersamaan dengan penyerahan memori serah
terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah terdiri dari :
a. pendahuluan;
b. monografi Desa;
c. pelaksanaan program tahun lalu;
d. rencana program yang akan datang;
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan,

dan rencana kegiatan setahun terakhir;
f. hambatan  yang dihaclapi; dan
g. da f ta r  inventarisasi dan kekayaan desa.

(5) Ketentuan leb ih  l a n j u t  mengenai memor i  serah t e r ima
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 10

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6  (enam) t a h u n
terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
menjabat pal ing lama 3  (tiga) k a l i  masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), termasuk masa jabatan Kepala Desa yang
dipilih melalui musyawa rah Desa.

(4) Dalam hal Kepala Desa inengundurkan dir i  sebelum habis
masa jabatannya atau cliberhentikan, Kepala Desa dianggap, t
telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
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Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 11

(1) Calon Kepala Desa  te rp i l ih  y a n g  te lah  d i l a n t i k  w a j i b
mengikuti pelatihan avval masa jabatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Biaya pelat ihan sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  ( 1 )
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

Pasal 12

(1) PNS yang terpilih dan cliangkat menjadi Kepala Desa, yang
bersangkutan d ibebaskan sementara  d a r i  j aba tannya
selama menjadi  Kepala Desa tanpa  kehilangan haknya
sebagai PNS.

(2) PNS yang  terp i l ih  d a n  d iangkat  menjadi  Kepala Desa,
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), berhak menerima
haknya sebagai P N S  kecua l i  tun jangan jaba tan  s e r t a
tunjangan lainnya yang berhubungan dengan jabatan selaku
PNS d a n  berhak menerima tunjangan Kepala Desa dan
pendapatan lainnya yang sah  kecual i  penghasilan tetap
Kepala Desa yang bersumber dari APBDes.

(3) PNS y a n g  terp i l ih  d a n  d iangkat  menjadi  Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), t idak boleh menerima
hak kepala desa berupa penghasilan tetap.

Pasal 13

(1) Kepala Desa waj ib mengikuti  program-program pelatihan
yang dilaksanakan o leh  pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten.

(2) Biaya pelat ihan sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1 )
dibebankan pada APBDes, dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupat:en.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,  pasal 12,  dan
pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Kepala Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
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(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c karena :
a. berakhir masa jabatan;
b. t idak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan;

c. t i dak  lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
e. adanya perubahan s t a t u s  d e s a  men jad i  ke lurahan,

penggabungan 2  (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu)
desa baru, atau penghapusan desa;

f. t i d a k  melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana yang  cliancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan p i m p i n a n  B P D  k e p a d a  B u p a t i  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi
terhadap kepala desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 16

Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti t idak lebih
atau k u r a n g  d a n  1  (sa tu )  t a h u n  k a r e n a  diberhent ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) h u r u f  a  dan
huruf b serta ayat (2) huruf  a, huruf h, h u r u f  c, huruf  d, huruf
e, huru f  f, dan huruf  g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan
Pemerintah Daerah kecual i  Sekretaris Desa yang berstatus
sebagai PNS, d a n  PNS yang memangku jabatan fungsional
sebagai guru, perawat/bidan dan penyuluh sebagai Penjabat
Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang barn melalui
pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

Dalam hal sisa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1
(satu) t a h u n  karena  diberhentikan sebagaimana d imaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf  a dan huruf  b serta ayat (2) huruf
a, huru f  b, h u r u f  c, huru f  d, huru f  e, huruf  f, d a n  huruf  g,
Bupati mengangkat PNS d i  l ingkungan Pemerintah Daerah
kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan PNS
yang m e m a n g k u  j a b a t a n  f u n g s i o n a l  s e b a g a i  g u r u ,
perawat/bidan dan  penyuluh sebagai Penjabat Kepala Desa
sampai terpi l ihnya Kepala Desa  y a n g  b a r n  me lau i  h a s i l
musyawarah Desa. x l
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Pasal 18

Ketentuan l eb ih  l a n j u t  mengenai t a t a  ca ra  pemberhentian
Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 19

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena :
a. t i d a k  melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
b. melanggar larangan sebagai kepala desa;
c. d inyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana

penjara paling singkat 5  (lima) tahun berdasarkan register
perkara di pengadilan; dan

d. di tetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,
teroris, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan
negara.

Pasal 20

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati,  tanpa
melalui usulan BPD apabila berstatus scbagai tersangka
tindak pidana.

(2) Pemberhentian Sementara  K e p a l a  D e s a  sebagaimana
dimaksud pada aya t  (1), ditetapkan. dengan Keputusan
Bupati.

(3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan
ternyata t i d a k  te rbuk t i  bersalah berdasarkan p u t u s a n
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
Bupati wajib merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali
Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa
jabatan.

(4) Rehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali  Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan.
Keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupat i  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),
terbit pal ing lama 3 0  (t iga puluh) h a r i  sejak ditetapkan
putusan pengadilan.

Pasal 21

(1) Dalam h a l  Kepala Desa yang  diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), bersamaan
atau hampir  berakhir masa jabatan Kepala Desa, Bupat i
harus merehabilitasi narna Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Rehabilitasi nama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan. dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Dalam h a l  Kepala Desa yang  diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9  aya t  (1), Bupat i
menunjuk Sekretaris Desa  u n t u k  melaksanakan tugas
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Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Penunjukan Bupat i  kepada Sekretaris Desa sebagaimana
dimaksud pada  aya t  (1), di tetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3) Dalam hal Keputusan I3upati sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 ) ,  m e n g a l a r n i  ke te r lamba tan  C a m a t  w a j i b
mengeluarkan Surat Tugas/Rekomendasi kepada Sekretaris
Desa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.

(4) Surat Tugas/Rekomendasi Camat kepada Sekretaris Desa
sebagaimana dimaksud pada  aya t  (3), berakh i r  dengan
sendirinya setelah adanya Keputusan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan leb ih  l a n j u t  mengenai t a t a  ca ra  pemberhentian
sementara Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 24

(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pemberhentian
sementara kepa la  d e s a  d i te tapkan dengan  Keputusan
Bupati.

(2) Keputusan Bupat i  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),
disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan dan
pejabat terkait.

BAB IV
PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 25

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, setelah adanya
persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

atau
b. d iduga telah melakukan t indak pidana kejahatan yang

diancam dengan pidana mati.
Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada
Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

(3)

BAB V
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA

Pasal 26

Penggunaan pakaian d inas d a n  a t r ibu t  kepala desa d ia tu r
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan ar
perundang-unclangan.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Apabila calon Kepala Desa terpilih, sebelum dilantik menjadi
Kepala Desa mengalami musibah berupa kecelakaan dan/
atau sakit sehingga tidak dapat mengikuti acara pelantikan,
kepada yang bersangkutan akan  d i lant ik  tersendiri o leh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam hal sakitnya calon Kepala Desa terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kurang dari 60 (enam puluh) hari
pelantikannya dilakukan setelah yang bersangkutan sembuh
dari sakitnya.

(3) Dalam mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa terpi l ih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupat i  mengangkat
Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS dilingkungan
pemerintah daerah kecuali Sekretaris Desa yang berstatus
sebagai PNS, dan PNS yang memangku jabatan fungsional
sebagai guru, perawat/ bidan dan penyuluh.

(4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terpi l ih sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berakhir dengan sendirinya setelah
dilantik Kepala Desa defenitif.

Pasal 28

(1) Apabila calon Kepala Desa terpilih, sebelum dilantik menjadi
Kepala Desa mengalami musibah berupa kecelakaan dan/
atau sakit lebih dari 60 (enam puluh) har i  atau meninggal
dunia y a n g  bersangkutan d ianggap c a c a t  permanen,
sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.

(2) Apabila calon Kepala Desa terpilih t idak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati  menetapkan
keputusan mengenai peinberhentian Kepala Desa tersebut.

(3) Dalam mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat  (2), Bupat i  mengangkat Penjabat Kepala Desa
yang berasal da r i  PNS dil ingkungan pemerintah daerah
kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, dan
PNS yang  memangku jabatan fungsional sebagai gu ru ,
perawat/bidan dan penyuluh.

(4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berakhir dengan sendirinya setelah di lant ik
Kepala Desa hasil pemilihan ulang.

Pasal 29

(1) Dalam h a l  c a l o n  Kepa la  D e s a  te rp i l i h  d iberhent ikan
sebagaimana dimaksud da lam pasa l  2 8  a y a t  (2 )  a k a n
diadakan pemilihan ulang Kepala Desa.

(2) Masa j a b a t a n  K e p a l a  D e s a  h a s i l  p e m i l i h a n  u l a n g
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah diperhitungkan
dengan masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

(3) Biaya pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud
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pada ayat  (1), d ibebankan pada  Anggaran Pendapatan. dan
Belanja Daerah.

(4) Ketentuan i e b i h  i a n j u t  mengena i  t a t a  c a r a  pe iaksanaan
pemil ihan ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan p e l a k s a n a a n  d a r i  P e r a t u r a n  D a e r a h  i n i  h a r e s
ditetapkan pa l ing lama 3  (tiga) bu lan terh i tung  sejak Peraturan
Daerah in i  diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah in i  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i n y a ,  m e m e r i n t a h k a n
pengundangan Pera turan Dae rah  i n i  dengan  penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan d i  Sa lakan
p a c t 4 . g g l  17 Ju l i  2018

A -
NGGAI KEPULAUAN,

CAI

Diundangkan d i  Sa lakan
pada tanggal 18 Ju l i  2018

13.4. E K R E TA R I S  DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

•

IS D. ADAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2 0 1 8  NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 38,04/2018
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PENJELASAN
ATAS

PERATURA.N DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. U M U M
Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah

memberikan perubahan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, khususnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa,
sebagaimana d ia tur  melalui  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 8 2
Tahun 2 0 1 5  ten tang  Pengangkatan d a n  Pemberhentian Kepala  D e s a
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan  Pemberhentian Kepala Desa,
karena pada prinsipnya Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa
yang m e m i m p i n  penyelenggaraan pemer in tahan d e s a  d a n  sebaga i
perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat sekaligus juga
sebagai pemimpin masyarakat.

Mengingat tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang begitu
besar da lam rangka penye1enggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
sehingga dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa perlu diatur
melalui peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Dengan Peraturan Da.erah telah d ia tur  mengenai calon Kepala Desa
terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati. Keputusan
Bupati tersebut diterbitkan paling lambert 30 (tiga puluh) hari sejak diterima
laporan hasi l  pemilihan Kepala Desa dar i  Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Pengangkatan Kepala Desa tersebut dirangkaikan dengan pelantikan
yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang secara resmi
dilakukan secara serentak pada har i  dan tanggal yang sama d i  ibukota
kabupaten banggai kepulauan d i  Salakan kecual i  Kepala Desa terpi l ih
pengganti antar waktu melalui musyawarah desa.

Dalam h a l  pelantikan Kepala Desa terp i l ih  selesai dilaksanakan,
selanjutnya dilakukan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama
atau Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa yang bare. Serah terima
jabatan i n i  di lakukan melalui  penandatangan beri ta acara serah ter ima
jabatan. Penandatangan berita acara tersebut dapat dilakukan pada acara
pengambilan sumpah/janj i  setelah penyematan tanda jabatan bersamaan
dengan penyerahan memori serah terime jabatan.

Peraturan Daerah i n i  juga telah mengatur mengenai masa jabatan
Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhi Lung sejak tanggal pelantikan. Selain
itu Kepala Desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak berturut termasuk masa jabatan Kepala Desa yang
dipilih melalui musyawarah desa. Dalam hal Kepala Desa mengundurkan din
sebelum berakhir masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa tersebut
dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir
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masa jabatanya, akan diadakan pemil ihan Kepala Desa Antar  Waktu melalui
Musyawarah Desa. Masa jabatan Kepala Desa Antar  Wak tu  adalah lan ju tan
atau sisa waktu jabatan yang ditinggalkan Kepala Desa yang lama.

Kepala desa yang baru  d i lan t ik  d iwaj ibkan mengikut i  pelat ihan awal
masa jabatan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah. Selain i t u  Kepala
Desa j u g a  d i w a j i b k a n  m e n g i k u t i  p r o g r a m -program p e l a t i h a n  y a n g
dilaksanakan o l e h  pemer in tah  p u s a t ,  p e m e r i n t a h  d a e r a h  p rov ins i ,  d a n
pemerintah daerah kabupaten.

Bagi Pegawai Negeri S ip i l  (PNS) y a n g  te rp i l ih  d a n  d iangka t  men jad i
Kepala Desa,  y a n g  bersangkutan d ibebaskan sementara  d a r i  j aba tannya
selama menjadi  Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS, kecual i
tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang berhubungan dengan jabatan
PNS. Sedangkan PNS t e r s e b u t  hanya berhak  mener ima tun jangan Kepala
Desa d a n  pendapatan l a i n n y a  y a n g  s a h  y a n g  bersumber  c lar i  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Daerah  i n i  j uga  te lah  mengatu r  mengenai pemberhent ian
Kepala Desa ,  y a n g  menyebu tkan  b a h w a  Kepa la  D e s a  b e r h e n t i  k a r e n a
meninggal dun ia ,  permin taan  send i r i  a t a u  diberhent ikan.  D a l a m  h a l  s i sa
jabatan Kepala Desa yang  berhent i  t i d a k  leb ih  a t a u  k u r a n g  da r i  1  (satu)
tahun ka rena  diberhent ikan,  m a k a  Bupa t i  mengangkat. PNS d i l ingkungan
pemerintah daerah kabupaten banggai kepu lauan sebagai pen jabat  kepala
desa. Se la in  dari i tu  Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupat i
tanpa m e l a l u i  u s u l a n  B P D  a p a b i l a  bc rs ta tus  sebagai  te rsangka  t i n d a k
pidana.

Dalam h a l  t e r j a d i  pemberhent ian  sementa ra  Kepa la  Desa ,  B u p a t i
menunjuk  Sekretaris Desa u n t u k  melaksanakan tugas Kepala Desa sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan h u k u m
tetap. Pengesahan Kepala Desa mengenai Pemberhentian Kepala Desa a tau
pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Un tuk  i t u  m e l a l u i  P e r a t u r a n  D a e r a h  i n i  d i h a r a p k a n  b a h w a
pelaksanaan p e n g a n g k a t a n  d a n  p e m b e r h e n t i a n  K e p a l a  D e s a  d a p a t
memberikan kedudukan dan kepastian h u k u m  bagi Kepala Desa Kabupaten
Banggai Kepulauan.

II. PA S A L DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pejabat y a n g  d i t u n j u k  ada lah  W a k i l  B u p a t i ,  Sekre ta r is  Daerah ,
Asisten, Kepa la  D inas  Pemberdayaan Masyarakat  d a n  Desa  ser ta
Camat.
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Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Pada p r i n s i p n y a  S e k r e t a r i s  D e s a  m e l a k s a n a k a n  k e w a j i b a n
pemerintahan m e l a l u i  pena taan  p r o d u k  h u k u m  d e s a  k h u s u s n y a
Peraturan Desa,  Pe ra tu ran  Be rsama  Kepa la  D e s a  d a n  Pe ra tu ran
Kepala D e s a  d a l a m  b e n t u k  pengundangan p r o d u k  h u k u m  d e s a
kedalam Lembaran  D e s a  d a n  B e r i t a  Desa ,  seh ingga  keberadaan
Sekretaris Desa  y a n g  bers ta tus  sebagai PNS t i d a k  d iperkenankan
sebagai penjabat Kepala Desa.
Demikian ha lnya  dengan PNS yang  menduduk i  jaba tan  fungs ional
sebagai g u r u ,  pe rawa t /b idan  d a n  penyu luh ,  k a r e n a  keterbatasan
tenaga d ib idang  te rsebu t  sehingga PNS y a n g  bersangkutan  t i d a k
diperkenankan sebagai penjabat Kepala Desa dan mereka lebih fokus
pada t u g a s  d a n  k e w a j i b a n  s e b a g a i  P N S  d i b i d a n g  p e n d i d i k a n ,
kesehatan dan penyuluhan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Pada p r i n s i p n y a  S e k r e t a r i s  D e s a  m e l a k s a n a k a n  k e w a j i b a n
pemerintahan m e l a l u i  pena taan  p r o d u k  h u k u m  d e s a  k h u s u s n y a
Peraturan Desa ,  Pe ra tu ran  Be rsama  Kepa la  Desa  c l an  Pe ra tu ran
Kepala D e s a  d a l a m  b e n t u k  pengundangan p r o d u k  h u k u m  d e s a
kedalam Lembaran  D e s a  d a n  B e r i t a  Desa ,  seh ingga  keberadaan
Sekretaris Desa  y a n g  bers ta tus  sebagai PNS t i d a k  d iperkenankan
sebagai penjabat Kepala Desa.
Demikian ha lnya  dengan PNS yang  menduduk i  jaba tan  fungsional
sebagai g u r u ,  p e r a w a t /  bidan d a n  penyu luh ,  k a r e n a  keterbatasan
tenaga d ib idang  te rsebu t  sehingga PNS y a n g  bersangkutan  t i d a k
diperkenankan sebagai penjabat Kepala Desa dan mereka lebih fokus
pada t u g a s  d a n  k e w a j i b a n  s e b a g a i  P N S  d i b i d a n g  p e n d i d i k a n ,
kesehatan dan penyuluhan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
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Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah tunjangan bagi PNS
yang diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan struktural .
Yang d imaksud  dengan tun jangan la innya  adalah sepert i  Tun jangan
Kinerja, Ta m b a h a n  Penghasi lan,  Tu n j a n g a n  Ser t i f i kas i ,  Tu n j a n g a n
Kelangkaan Profesi.

Ayat (3)
Pada pr insipnya Kepala Desa rnasih menerima hak sebagai PNS, maka
penghasilan te tap  Kepala Desa t i d a k  bo leh d i te r ima o leh  PNS yang
diangkat menjadi Kepala Desa.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Pada pr insipnya Sekretaris Desa melaksanakan kewajiban pemerintahan
melalui pena taan  p r o d u k  h u k u m  d e s a  k h u s u s n y a  Pe ra tu ran  Desa ,
Peraturan Be rsama  Kepa la  D e s a  d a n  Pera tu ran  Kepa la  D e s a  d a l a m
bentuk pengundangan produk h u k u m  desa kedalam Lembaran Desa dan
Berita Desa, sehingga keberadaan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai
PNS t idak diperkenankan sebagai per jabat  Kepala Desa.
Demikian h a l n y a  d e n g a n  P N S  y a n g  m e n d u d u k i  j a b a t a n  fungs iona l
sebagai guru,  perawat /b idan dan penyuluh,  karena keterbatasan tenaga
dibidang tersebut sehingga PNS yang bersangkutan t idal(  diperkenankan
sebagai penjabat  Kepala Desa dan  mereka leb ih  fokus  pada tugas d a n
kewajiban sebagai PNS dibidang penciidikan, kesehatan clan penyuluhan.

Pasal 17
Pada pr insipnya Sekretaris Desa melaksanakan kewajiban pemerintahan
melalui pena taan  p r o d u k  h u k u m  d e s a  k h u s u s n y a  Pe ra tu ran  D e s a ,
Peraturan Be rsama  Kepa la  D e s a  d a n  Pera tu ran  Kepa la  Desa  d a l a m
bentuk pengundangan produk hukum desa kedalam Lembaran Desa dan
Berita Desa, sehingga keberadaan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai
PNS t idak diperkenankan sebagai penjabat Kepala Desa.
Demikian h a l n y a  d e n g a n  P N S  y a n g  m e n d u d u k i  j a b a t a n  f ungs iona l
sebagai guru,  perawat /b idan dan penyuluh,  karena keterbatasan tenaga
dibidang tersebut sehingga PNS yang bersangkutan t idak diperkenankan
sebagai penjabat  Kepala Desa dan  mereka leb ih  fokus  pada tugas d a n
kewajiban sebagai PNS dibidang penclidikan, kesehatan dan penyuluhan.
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Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas


